BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan peradaban bangsa maju dan modern memerlukan waktu, tenaga,
uang, dan kerja keras oleh setiap komponen lapisan masyarakat di segala bidang
kehidupan. Perkembangan tersebut tentunya dilakukan oleh setiap warga, tanpa
memandang jender baik perempuan maupun yang laki-laki. Namun, keikutsertaan
perempuan terkhususnya dalam kehidupan sosial-politik sangat penting sebagai
bagian dari sistem yang bertujuan menciptakan keseimbangan kehidupan dan cita-cita
bersama. Namun yang terjadi partisipasi perempuan dalam dunia politik sangat
rendah. Hal tersebutkan akan dijelaskan dibawah, mengenai adanya beberapa data
tentang perwakilan perempuan di parlemen yang dalam beberapa dekade, belum ada
memenuhi kuota 30 persen yang diamanatkan undang-undang. Padahal keikutsertaan
perempuan dalam dunia publik terutama dunia politik bukan sekedar dari pengisian
kuota 30 persen yang diberikan oleh undang-undang. Lebih dari pada itu, partisipasi
perempuan diharapkan untuk lebih jauh dapat membantu dalam membangun dan
mengembangan bangsa yang maju. Tentunya juga, nantinya juga diharapkan dapat
menopang aspirasi-aspirasi perempuan, dan akhir yang diinginkan adalah adanya
kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Dan, perlu juga diingat bahwa partisipasi
perempuan dalam kehidupan ketatanegaraan juga merupakan unsur yang penting

dalam membangun peradaban bangsa yang maju.

Disamping itu, fakta bahwa perempuan dan laki-laki akan selalu hidup saling
berdampingan dan saling bekerjasama dalam membangun peradaban tersebut. Dan
keikutsertaan perempuan dalam bidang politik menjadi salah satu unsur dalam
memperbaiki kualitas hidup perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Kaum
perempuan sendiri memiliki permasalahan yang cukup kompleks, sensitif, dan lemah
dalam hal ketahanan fisik, karenanya akan sulit untuk di mengerti oleh kaum laki-laki
dalam membuat keputusan atau kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan kaum

perempuan. Dengan kata lain, perempuan memiliki kekhususan dalam hal mendapat



perlindungan dan kenyamanan, serta keamanan ketika mereka berada di luar rumah.
Oleh karenanya, undang-undang di bentuk dalam rangka membantu kaum perempuan
untuk merasa terlindungi ketika berada diluar dalam rangka mencari nafkah di malam

hari, karena menjadi Single Monther atau ibu tunggal misalnya.

Disisi yang lain, kita juga berharap keterlibatan perempuan dalam bidang
politik sebagai bentuk pemberian akses politik perempuan dalam rangka membangun
tingkat partisipasi politik perempuan yang akan membawa semua aspirasi-aspirasi
perempuan dalam kebijakan yang lebih berkualitas dan memperbaiki undang-undang
yang belum berpihak kepada perempuan. Misalnya adanya undang-undang yang
mengatur tentang masa cuti setelah melahirkan yang hanya diberikan waktu yang
cukup sedikit, yakni 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan, dibidang lainnya
upah minimum perempuan yang lebih sedikit dibanding laki-laki. Mentari Keuangan
Sri. Mulyani menjelaskan bahwa femomena yang terjadi ini, didalam sebuah
pertemuan dalam memperingati Hari Perempuan Internasional yang dikutip dari
berita online Liputan6 bahwa “ ketika kita melihat atau lebih menyeroti ketimpang
gender tidak hanya soal tentang tingkat partisipasi perempuan saja tetapi juga pada
besaran penerimaan gaji, dan perempuan menerima gaji 32 persen sedikit kecil
daripada laki-laki”. Karenanya menjadi penting agar negara untuk memajukan
keterwakilan kaum perempuan pada bidang politik dalam usaha untuk memperbaiki

kualitas hidup perempuan dari berbagai sisi.

Misalnya saja dalam kesempatan kerja, berdasarkan berita online tirto.id
(2019), melansir data dari Ketenagakerjaan Kementerian PPPA, Raif Walangin di
Kendari, menjelaskan secara gamblang mengenai tingkat Kketerlibatan angkatan
perempuan memiliki angka yang masih jauh tertinggal dibandingkan kaum laki-laki
dalam hal Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dengan mengacu kepada
informasi statisktik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2018
bahwa TPAK menjelaskan tentang ‘laki-laki memiliki posisi angka statistik yang

lebih tinggi yakni 83,01 persen dibandingkan dengan kaum perempuan yang hanya
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sekitaran 55,44 ”. Dengan masih kecilnya persentase keterwakilan perempuan dalam
bidang ekonomi disebabkan adanya diskriminasi terhadap perempuan mulai dari
kuota jumlah penerimaan perempuan dalam suatu pekerjaan (sebelum mendapat
pekerjaan), selama bekerja, dan sesudah berkerja lebih sedikit dibanding laki-laki.
Data lainnya yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam partisipasi perempuan
dalam politik juga dijelaskan dalam jurnal yang berjudul Keterwakilan Perempuan Di
Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-
V1/2008 yang diterangkan Kurniawan, M (2014:719) dalam jurnal tersebut
menjelaskan mengenai adanya perjuangan kelompok perempuan pada dasarnya sudah
dilakukan sejak lama bahkan jauh sebelum negara Indonesia di proklamirkan sebagai
negara merdeka. artinya bahwa fakta ketertinggalan perempuan dibandingkan laki-
laki sudah terjadi sangat lama dan masih terjadi dikehidupan masyarakat sekarang,

terutama bagi masyarakat feodal.

Fakta lainnya adalah mengenai kenyataan keterlibatan atau partisipasi perempuan
dibidang politik masih rendah dan belum memenuhi kuota 30 persen yang sempat
singgung diatas. Hal tersebut, dilihat dari data tingkat partisipasi perempuan itu
sendiri di dalam parlemen dan fakta menunjukkan adanya ketertinggalan perempuan
dibandingkan laki-laki dalam hal partisipasi politik yang sudah terjadi sejak lama dan
bahkan masih terjadi hingga di kehidupan masyarakat sampai saat sekarang. Hal
tersebut dibuktikan oleh Kurniawan, M (2014:719) yang memberikan informasi
mengenai representasi partisipasi politik perempuan dari tahun 1950-2014 sebagai
berikut:
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REPRESENTASI PEREMPUAN DI DPR-
RI MULAI PERIODE 1950-2014
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Gambar 1.1 Representasi Perempuan Di DPR-RI Mulai Periode 1950-2014
Sumber: Pusat PATIK Mahkamah Konstitusi

Dari Gambar 1.1 diatas kita melihat bahwa kepada fakta bahwa rendahnya tingkat
keterwakilan perempuan dibandingkan laki-laki dalam hal partisipasi masing-masing
gender dalam mengambil bagian diperpolitikan di Indonesia. Dimana kita bisa
melihat bahwa sejak dari tahun 1950 sampai dengan 2014 kaum perempuan belum
pernah mampu untuk memenuhi kuota 30 persen partisipasi perempuan di parlemen
seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Sementara kuota perwakilan laki-laki
meski terjadi penurunan angka persentasi keterwakilan mereka di parlemen, tetapi
selalu memehuni kota perwakilan yang lumayan tinggi yakni, dari 92,2 persen sampai
dengan mengalami penurunan sekitar 82, 14 persen. Dari data tersebut kita bisa
melihat bahwa pertisipasi perempuan di parlemen dari sejak tahun 1950an memang
memiliki partisipasi yang cukup rendah dibandingkan kaum laki-laki dan hal
peristiwa tersebut memang sudah terjadi sejak lama dan masih terjadi hingga di

kehidupan masyarakat sekarang, terutama bagi beberapa masyarakat yang tetap
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memegang teguh sistem feodalisme. Hingga, perlu ada kesadaran politik perempuan
yang perlu dibangunkan dalam menciptakan kehidupan kaum perempuan untuk
berusaha agar mendapat kehidupan yang aman dan nyaman di masa depan. Dengan
melihat kepada fakta, dalam pengaturan cuti melahirkan perempuan yang sangat
singkat yang diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 82 ayat 1 yang
menerangkan mengenai pekerja perempuan memiliki hak atas waktu istirahat pasca
melahirkan anak adalah satu setengah bulan sebelum dan sesudah melahirkan
berdasarkan hitungan tenaga kesehatan (dokter dan bidan). Artinya ternyata
perempuan harus bekerja setelah melahirkan padahal, diluar mungkin ada perempuan
yang masih belum siap kembali bekerja kembali dalam kondisi belum siap secara
fisik dan mental. Dan merasa bayinya yang tidak bisa dipisahkan dalam tenggang

masa yang lumayan lama.

Pastinya kondisi tersebut akan menyerang kepada fisik dan mental psikologi
si ibu itu sendiri karena adanya suatu tuntutan kerja. Oleh karenanya, waktu cuti
melahirkan harusnya diperpanjang untuk menjaga kesehatan psikologi si ibu dan
anak. Dan masih banyak lagi aturan yang belum secara maksimal dalam
mengakomandasi kebutuhan perempuan. Data lainnya mengenai masih rendahnya
partisipasi perempuan dalam menjadi anggota partai politik yang dirilis dari komisi
pemilihan umum (KPU) yang menunjukkan tingkat pastisipasi perempuan di partai
politik yang masih tergolong rendah dibandingan partisipasi laki-laki yakni, sebagai
berikut:
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Jumlah Anggota DPR RI per Partai Politik
Berdasarkan Jenis Kelamin

- 2009-2014 2014-2019

- Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
| Gokar | 8 18 £ 16
| Gerindra | 2 : 62 f
| Demokrat | 13 % % 13
| PN % 7 4 9
B ; 20 0

Gambar. 1.2 Jumlah Anggita DPR RI Per Partai Politik Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Data terakhir adalah tentang perwakilan perempuan di wilayah ASEAN atau negara
kawasan Asia Tenggara yang menunjukkan informasi mengenai rendahnya tingkat
pastisipasi perempuan di parlemen di Indonesia yakni 19,8 persen jika dibandingkan
dengan negara tetangga seperti Pilipina yang memiliki indeks yang masih tergolong
tinggi yakni 29,5 persen, mennyusul Laos sekitar 27,5%, kemudia oleh Vietnam yang
berada dikisaran 26,7 %, dan terakhir, negara Singapura yang berada di indeks
representasi perempuan di parlemennya cukup tinggi 23,8 persen. Dan perkembangan
perwakilan politik perempuan di wilayah ASEAN berangsur-angsur membaik
meskipun beberapa negara masih berusaha untuk lebih baik. Terutama bagi bangsa
Indonesia yang masih berada di posisi ke-5 dari bawah, dan kita bisa melihat dari

pada gambar grafik dibawah yakni:
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Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen
di ASEAN
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Gambar. 1.3. Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di ASEAN
Sumber: Inter-Parliamentary Union (IPU)

Makanya kedepannya dengan adanya keterlibatan perempuan dalam politik
menjadi sangat penting dalam menyalurkan kebutuhan-kebutuhan dan perlindungan-
perlindungan perempuan di luar rumah, melalui pembuatan peraturan atau hukum
yang digagas oleh kaum perempuan. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh
Budiatri, P (2011), mengungkap bahwa partisipasi atau keikutsertaan perempuan
dalam pemerintahan adalah untuk mewakilkan kepentingan-kepentingan dan
kebutuhan kaum perempuan harus mampu dilakukan dan diwujudkan dengan baik
(hlm: 99). Oleh karenanya, partisipasi perempuan dalam segala lini kehidupan
menjadi salah satu point penting untuk diperhatikan dalam membangun suatu bangsa

yang lebih maju, terutama dalam bidang politik.

Pembangunan politik terutama pembangunan politik perempuan dalam hal
pastisipasi politik menjadi sangat penting agar kehidupan perempuan menjadi lebih

baik dan tentunya juga akan mempengaruhi kehidupan keluarga kecilnya nanti,
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terutama untuk suami dan anak-anaknya nanti. Dan juga dalam usaha membangun
bangsa yang memiliki peradaban yang maju dan modern. Seperti yang diungkapkan
oleh Huntington (1983) dalam Supriatna. E (2015) tentang pembangunan politik
sebagai aspek dari adanya modernisasi (hlm: 42). Artinya bahwa pembangunan
politik menjadi sangat penting karena menjadi unsur sentral dalam melakukan
perubahan besar di segala bidang kehidupan dan menjadi salah satu sebagai ciri dari

telah terwujudnya sebuah negara modern.

Undang-undang yang ada di Indonesia sendiri sudah mengakomodasikan setiap
warga negaranya untuk mendapat hak-hak mereka teurtama hak atas kebebasan
berpendapat. Di mulai dengan adanya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 pasal 1 ayat 2 menyiratkan tentang sesungguhnya kekuasaan akan selalu
ada ditangan rakyat dan pelaksanaanya pun dilakukan berdasarkan UUD 1945. Dan
undang-undang berikutnya adalah undang-undang dasar tahun 1945 pasal 28 E ayat 3
tentang pengaturan hak warga negara yang lebih spesifik yakni mengenai hak warga
negara atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dengan
merujuk kepada pemaparan tersebut bermakna tentang Indonesia merupakan negara
yang melaksanakan sistem demokrasi dalam penyelengaraan pemilihan
pemerintahannya. Dimana rakyat dapat memiliih calon-calon pemimpinnya. Dan hal
tersebut diwujudkan salah satunya dengan berpartisipasi dalam pemilu baik warga
negara yang bergender laki-laki maupun bergender perempuan. Defenisi yang sama
juga dikemukakan oleh Mulyadi, M (2019) yang pendapat bahwa keterlibatan
langsung masyarakat dalam pemilihan umum, terutama dalam hal menentukan
seseorang yang dianggap mampu untuk menjadi pemimpin dan seseorang yang akan
menjadi wakil-wakil rakyat di pemerintahan, adalah salah satu tanda adanya

keberhasilan demokrasi.

Berikutnya, adalah adanya peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi
Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menjadi dasar dalam hal

memberikan akses untuk melegalkan keseteraan perempuan di kehidupan sosial
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bermasyarakat, dan terutama di bidang politik. Di dalam Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia (DUHAM) pada pasal 1 pada tahun 1948 menyatakan bahwa, “Setiap
orang dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama. Mereka
dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam
persaudaraan”. Peraturan tersebut memberikan penegasan mengenai bahwa setiap
orang yang dilahirkan ke dunia memiliki dan martabat yang sama tanpa terkecuali,
dan tidak memandang perbedaan atas ras, agama, suku bangsa, dan antar golongan
yang ada. Peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM)
juga menjadi dasar bagi siapa saja atau setiap orang untuk tampil ke wilayah publik
atau menjabat sebagai pemimpin tanpa pandang latar belakang ras, agama, warna

kulit, bahasa, politik, dan sebagainya.

Perihal hak keterwakilan politik perempuan di perpolitikan Indonesia diatur
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dimana di dalam undang-undang
tersebut, mengatur mengenai batas minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam
penyelenggaraan pemilihan umum, mulai dari pemilihan keanggotaan penyelengara
KPU, KPU regional, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),
Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Adapun isi dari Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 yang mengatur tentang batas sekurang-kurangnya 30% keterwakilan
perempuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, mulai dari pemilihan
keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai
berikut: (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 10 ayat 7 yang memberikan
peluang keterwakilan perempuan di keanggotaan KPU, yang pasalnya tersebut
berbunyi bahwa “komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga
puluh persen)”. Artinya bahwa undang-undang ini memberikan akses untuk
perempuan terlibat langsung dalam pemilihan umum, terutama mengambil bagian di
posisi keanggotaan KPU. Berikutnya, (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal

52 ayat 3 menerangkan undang-undang pemilu ini memberikan akses kepada
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perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan anggota PPK, Dan yang terakhir (3)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 245 ayat 11, memberikan akomondasi
untuk adanya keterwakilan perempuan harus ada dalam partai politik peserta pemilu
saat melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota. Tetapi ketika Kkita menyadari batas minimal keterwakilan
sekurangnya 30% dalam politik, perlu diperbaiki secara kualitas dan kuantitas
mengingat kepada kebutuhan perempuan selalu memiliki keunikan dan

kekompleksan dalam kehidupan masyarakat.

Oleh sebab itu, penting untuk memajukan keterwakilan kaum perempuan pada
bidang politik, baik dari segi kualitas maupun kapasitas. Serta, melihat kepada dasar
hukum negara Indonesia yakni, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945 pasal 1 ayat 2 menyiratkan tentang sesungguhnya kekuasaan akan selalu ada
ditangan rakyat dan pelaksanaanya pun dilakukan berdasarkan UUD 1945. Hal
tersebut bermakna tentang Indonesia merupakan negara yang melaksanakan sistem
demokrasi dalam penyelengaraan pemilihan pemerintahannya. Dimana rakyat dapat
memiliih calon-calon pemimpinnya. Dan hal tersebut diwujudkan salah satunya
dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum atau yang biasa kita sebut dengan
pemilu yang dilakukan oleh setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan.
Terutama keikutsertaan perempuan di pemilihan umum untuk mengambil bagian dari

perubahan yang ada.

Pemilu atau Pemilihan Umum defenisikan sebagai salah satu suatu proses
pembentukan pemerintah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017
menyebutkan defenisi Pemilihan Umum adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat
untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan
Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden, Dan Untuk Memilih Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Ahmad Ubaedillah (2015: 95-96) juga memberikan penjelasan mengenai makna
pemilihan umum yakni satu diantara adanya cara penyelengaraan sistem demokrasi
untuk menetapkan dan menganti pemerintahan yang ada, dan di mana masyarakatnya
bisa berpasrtisipasi baik secara langsung usaha untuk menentukan pemimpinnya di
pemerintahan dari regional sampai nasional dan dilaksanakan dengan menerapkan
prinsip-prinsip kemualian diantaranya, pemilihan yang dilaksanakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan salah satu alat demokrasi bagi
warga negara dalam mengeskpresi pendapat di muka umum dengan memilih calon
pemimpin mereka di parlemen dan pemimpin nasional maupun daerah yang
dilakukan secara langsung. Pemilihan Umum biasanya dilaksanakan selama 5 tahun
sekali. Oleh sebab itu, Pemilihan Umum sebagai suatu kegiatan yang sangat menarik
bagi sebagian warga. Baik masyarakatnya berada di dalam negeri dan masyarakatnya
yang berada diluar negari. Oleh sebab itu, partispasi warga negara dalam pemilu
merupakan satu diantara indikator paling urgen dalam membangun iklim demokrasi

untuk menjadi lebih baik disuatu negara, terutama di Indonesia.

Ubaedillah, A (2015: 94) menyatakan dalam buku yang berjudul Pendidikan
Kewargangeraan (Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi) bahwa suatu
sistem pemerintahan yang dapat dikategorikan sebagai pemerintahan yang demokratis
ialah apabila didalam proses pelaksanaan pemerintahannya dilaksanakan dengan
menggunakan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu prinsip keseteraraan, kebebasan, dan
prinsip keberagaman. Sementara itu, Robert A. Dahl mengungkapkan tentang
terdapatnya tujuh prinsip dalam suatu sistem pemerintahan yang demokratis
diantaranya sebagai berikut, pertama perlunya kontrol terhadap keputusan dan
kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintahan, kedua pelaksanaan pemilihan umum
yang berlangsung harus menggunakan prinsip kejujuran, ketiga adanya hak untuk
memilih siapa saja yang kita inginkan, keempat terdapatnya hak pilih dalam

pemilihan umum, kelima kebebasan dalam mengemukakan pendapat atau pandangan
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Kita di area publik tanpa ada ancaman atau gangguan, keenam kebebasan dalam hal
memperoleh kemudahan akan informasi dan komunikasi, terakhir, kebebasan untuk
berkumpul dan berserikat (Ubaedillah, A. 2015. him 95). Dari penjelasan diatas kita
mengerti bahwa keikutsertaan warga negara dalam penyelenggaran pemilihan umum
menjadi sangat penting dalam membangun iklim demokrasi yang lebih baik di
Indonesia. Namun, faktanya yang terjadi bahwa masih rendahnya tingkat partisipasi

warga negara, terutama kaum perempuan dalam bidang politik.

Dari penjelasan diatas kita mengerti bahwa keikutsertaan warga negara dalam
penyelenggaran pemilihan umum menjadi sangat penting dalam membangun iklim
demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Terutama partisipasi perempuan dalam
politik yang ada untuk lebih meningkat. Dengan cara apa melalukan peningkatan
partisipasi tersebut? tentunya dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya peran
perempuan dalam pembangunan yang dilakukan kepada generasi z terkhususnya para
mahasiswa sebagai kelompok terpelajar. Namun, faktanya yang terjadi bahwa masih
rendahnya tingkat partisipasi warga negara, terutama pemilih pemula (generasi Z)
dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2019. Sementara itu, CNN
Indonesia memberitakan mengenai adanya sebuah penelitian bahwa terdapatnya
kelompok milenial yang tidak akan memenuhi kewajiban dalam menyalurkan hak
suaranya ketika nanti adanya pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2019,
adalah berada disekitar angka diatas 40 %. Lebih lanjut menurut CEO Jeune &
Raccord Commucation Monica JR dalam jumpa pers dikawasan Cikini, Jakarta
bahwa jumlah pemilih milenial yang berpikiran bahwa tidak akan menyalurkan suara
mereka ke TPS sebesar 65,4 %, dan 25,3 % karena tidak tahu jadwal pemilihan
umum presiden dan wakil presiden 2019 . Dan sisanya 9,3 % dengan alasan yang

tidak begitu signifikan.

Dan hal tersebut sangat mengkhawatirkan, Suryadi, K (2017: 129-130)
menyebutkan bahwa adanya kecenderungan mengkhawatirkan tentang akan golput

(golongan putih) yang semakin meningkat secara konsisten dibeberapa pemilihan
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daerah di Indonesia, yakni disekitar angka 40 persen atau lebih, dan beliau
mengibaratkan peristiwa tersebut memiliki persentase yang hampir sama dengan
persentase warga negara Amerika Serikat yang tidak menggunakan suaranya dalam
beberapa pemilu terakhir di U.S. Lanjut, beliau menjelaskan bahwa peristiwa tersebut
terjadi setelah mereka mempraktikkan demokrasi selama dua ratus tahun. Dan proses
tersebut lebih cepat terjadi di Indonesia, dan kalau hal tersebut berlangsung terus-
menerus, menurut beliau maka akan kurang baik bagi penguatan sendi-sendi
demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya perlu dilakukan peningkatan kesadaran akan

politik bagi warga negara.

Tapi, sebelum kita harus membahas mengenai proses peningkatkan kesadaran
politik warga negara, yang menjadi pertanyaan adalah dengan cara apa? Dan langkah
seperti yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik seorang warga
negara? Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan dalam meningkatkan kesadaran
politik warga negara di era digital sekarang ini. Dimana proses terjadinya globalisasi
sendiri misalnya telah menyebabkan perubahan dan perkembangan di segala bidang
kehidupan umat manusia dan memberikan pengaruh yang luas di belahan bumi
manapun. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Barnawi dan Arifin (2016: 05), yang
menyebutkan Globalisasi membawa dampak luas di belahan bumi manapun, tak
terkecuali dsi negeri ini. Dampak globalisasi yang terjadi menyebabkan perubahan
dan perkembangan di segala bidang kehidupan, yang meliputi bidang ekonomi,
politik, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya. Baik yang berdampak positif dan
negatif dalam kehidupan manusia.

Dan termasuk juga perubahan yang terjadi dibidang politik, ditandai dengan
adanya penggunaan teknologi atau digitalisasi dalam pelenyggaran politik, contonya
saja mengadakan beberapa pemilihan pemimpin melalui e-vote, kampanye yang bisa
dilakukan di platform media sosial, pengiriman kertas suara yang berbasis softfile dan
dapat dikirim dalam waktu yang singkat. Perubahan zaman yang begitu cepat
tentunya membawa kepada perkembangan pada gaya kehidupan manusia saat

sekarang. Dan salah satunya dengan adanya media sosial dimana setiap orang
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memulai kehidupan dengan berinteraksi di dunia maya, dan orang-orang cenderung
memiliki kualitas waktu yang lebih lama untuk berselancar di media sosial. (Schwab,
2016) dalam buku beliau yang berjudul dan terjemahkan industri 4.0 membahas pada
sub-bab mengenai masuknya dunia digital yang mana kehidupan masyarakat dunia
dimulai dari Internet Of Things (IOT) yang mendekrispkan bagaimana kehidupan
masyarakat (dunia nyata) yang langsung terhubung dengan dunia virtual dan orang
berhubungan dengan hal-hal (produk, layanan, tempat, dll), serta orang-orang dapat
memungkikan diri mereka terhubung secara dengan platform yang ada. Dan beliau
melanjutkan penjelasan tentang proses yang terjadi berdampak transformatif di semua
industri, dan dimulai dari manufaktur hingga infrastruktur hingga perawatan
kesehatan Schwab, K (2016: 21). Adanya dampak globalisasi berupa perkembangan
digital terutama adanya media sosial menyebabkan setiap orang dapat mengakses
informasi lebih cepat dan dapat digunakan sebagai referensi politik warga negara
dalam mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang politik, misalnya media sosial
Instragram, Fb, Twitter, dll. Dan diantara banyak media sosial yang lain, peneliti
tertarik untuk mengkaji media sosial Instagram sebagai media pendidikan yang
memiliki kedekatan dengan generasi Z dan hal ini dikarena berdasarkan data kompas
yang dikutip dari Riset NapoleonCat. Com menunjukkan bahwa pengguna media
sosial Instagram terbanyak dilihat dari rentang usia dan perbedaan jenis kelamin,

adalah sebagai:

B 'nstagram users in Indonesia
November 2012

8% 61610 000

50.8% 49.2%
? '~ i

in II II | R Tp—
£

1317 18-24 25-3. 35-44 45-54 55-64 657

<@, NapoleonCat.

Sumber: NapoleonCat.Com
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Gambar 1.4 Instagram Users in Indonesia
Data diatas memberikan kita informasi bahwa jumlah pengguna media sosial

Instagram lebih banyak kaum perempuan yakni 50,8 persen jika dibandingkan
dengan jumlah pengguna media sosial Instagram kaum laki-laki yakni 49,2 persen.
Sedangkan jika dilihat dari rentang usia maka pengguna terbanyak media sosial
Instagram adalah usia 18-36 tahun. Dan kelompok tersebut merupakan kelompok
kaum milenial yang berdasarkan dari teori perbedaan generasi dari Bencsik, dkk
dalam Putra, S (2016) mengklasifikasi generasi Z yang dikenal sebagai generasi
milenial. Generasi z sendiri adalah orang-orang yang lahir dari rentang waktu 1980-
1995. Nasrullah, R (2020) dalam bukunya yang berjudul Media Sosial (Perspektif
Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi) menyatakan bahwa berdasarkan pejajakan
dari penelitian beliau bahwa terdapatnya perubahan perilaku para mahasiswa dan
ketergantungan mereka terhadap teknologi serta perangkatnya memperlihatkan
adanya fakta tentang para mahasiswa yang ternyata tidak dapat lepas dari suatu
perangkat teknologi, seperti handphone atau telepon genggam. Oleh sebab itu,
penggunaan media sosial sebagai salah satu media pendidikan politik dalam upaya
peningkatan literasi politik generasi muda terutama mahasiswa dan mahasiswi. Dan
media sosial Instagram tidak diakses oleh anak muda sahaja, tetapi juga oleh
kalangan orang-orang tua. Semua kalangan menikmati media digital sebagai wadah
dalam mengakses semua hal, terutama generasi z guna menambah literasi politik
mereka.

Media sosial sebagai wadah maupun alat strategi komunikasi politik adalah
merupakan relatif baru dan menjadi fenomena hangat hingga kini (Ratnamulyani, A.l
& Maksudi, 1. B, 2018: 154). Rofahan. A, dkk (2014) menjelaskan tentang eksistensi
dari media sosial di masyarakat saat ini. Dimana masyarakat Indonesia yang
mengalami perubahan yang cukup berpengaruh dalam berkomunikasi dengan
penggunaan media, seperti penemuan riset oleh Situs Techninasia (Enriko) yang
melalui riset penelitiannya merangkup tentang bagaimana terjadi sebuah perubahan
besar dari perhatian masyarakat dari media mainstream (biasa) kepada media online
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(sosial). Penelitian tersebut menemukan pola baru dimana media biasa seperti, radio,
tabloid, dan majalah tidak lagi menjadi pusat dari perhatian publik. Kondisi tersebut
dibuktikan dengan adanya informasi statistik yang menyajikan tentang adanya 74,6
juta masyarakat Indonesia menjadi penggguna internet dan itu terjadi sejak 2013 yang
lalu. Dan orang mulai menggunakan internet untuk berbagai aplikasi media sosial
yang berguna untuk menjalin komunikasi jarak jauh yang lebih baik, yang kemudian
berganti menjadi media yang bisa berfungsi lebih dari sekedar alat komunikasi saja,
tetapi juga bisa sebagai media belajar, hiburan, dagang, dan lain-lain.

Namun, dalam membangun demokrasi melalui adanya partisipasi politik warga
negara dalam hal ini dibangun oleh adanya kesadaran politik generasi z melalui
pendidikan politik, sebenarnya lebih sering menggunakan metode pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan dan salah satunya menggunakan materi demokrasi. Hal
tersebut sesuai dengan pendapat yang juga dikemukan oleh Ubaedillah (2015) bahwa
Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan dikelas dilaksanakan dengan maksud agar
mampu memberikan pengalaman-pengalaman berdemokrasi pada mahasiswa dan
dosen di lingkungan mikrokosmos kehidupan masyarakat sehari-hari. Pendapat yang
tidak jauh berbeda coba dikemukakan oleh bapak Muhammad Numan Somantri
memberikan pemahaman mengenai defenisi atau hakikat dari ilmu kewarganegaaraan
itu sendiri yang objeknya ialah hubungan manusia dengan dasar, pertama makhluk
tuhan dengan kelompok-kelompok terorgnisasinya (organisasi ekonomi, sosial, dan
politik), dan kedua pribadi-pribadi beserta negara.Pendapat yang hampir sama juga
dikemukakan oleh Stanley E. Diamond yang diambil dari bapak Somantri,
menerangkan bahwa:

Citizenship as it relates to school activities has two-fold meanings. In a narrow-
sense, citizenship includes only legal status in country and the activities closely
related to the political function-voting, government organisazion, holding of
office, and legal right dan responsibility...”

Kewarganegaraan atau Citizenship dimaknai sebagaimana berkaitan tentang
aktifitas-aktifitas persekolahan yang memiliki dua defenisi dalam makna sempit,

citizenship khusus membahas status hukum warga negara di dalam sebuah negara,
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organisasi pemerintah, mengurus kekuasaan, hak-hak hukum dan tanggungjawab
(Ubaedillah, A. 2015: him.13). Artinya bahwa pendidikan kewarganegaraan juga
merupakan wadah dalam membangun kesadaran politik dan tanggung jawab warga
negara dalam membangun negaranya untuk lebih baik. Disisi yang lain, penting bagi
kKita untuk memahami fenomena masyarakat tua dan muda yang sudah mulai tertarik
politik melalui adanya media sosial baik melalui Facebook maupun Instagram ini
sebagai pembalajaran dalam membangun tingkat pastisipasi warga negara dalam
pemilihan umum. Terutama partisipasi politik perempuan, dan juga tentunya dalam
penelitian ini yang akan lebih mulai dilihat bagaimana sudut pandang perempuan
terhadap pentingannya pastisipasi perempuan di dalam politik.

Solusi dari permasalahan diatas adalah perlunya meningkatkan partisipasi politik
perempuan baik secara kualitas dan kuantitas dan salah satunya dengan adanya media
sosial. Media sosial apa? Maka jawabannya adalah media sosial instagram secara
khususnya dikarenakan media sosial instagram sendiri adalah media yang pengguna
terbesarnya adalah perempuan berdasarkan data portal online kompas yang dikutip
dari laporan analis Sosial Media Marketing berbasis di Warsawa (Swiss) bahwa
pengguna Instagram yang paling dominan adalah perempuan yakni, 50,8 persen. Dan
laki-laki hanya disekitaran 49,2 persen.

Sedangkan kajian penelitian sebelumnnya, ada beberapa yang sudah membahas
media sosial instagram, diantaranya, dari penelitian Parmelee, H & Roman, N (2019)
Insta-Politicos: Motivations for Following Political Leaders on Instagram, yang
mengkaji tentang penggunaan media sosial sebagai sarana pendidikan politik generasi
muda. Dan menjelaskan bagaimana motivasi seseorang terutama dalam mengikuti
pemimpin politik di Instagram adalah untuk mendapatkan informasi dan bimbingan.
Serta adanya perbedaan kepentingan antara laki-laki dan perempuan dalam
mengakses media sosial, dimana kaum laki-laki mengakses media sosial ialah agar
dapat mengakses politik informasi. Sedangkan perempuan cenderung untuk hiburan
anak muda. Kemudian penelitian dari Caldeira et al., (2020) Between The Mundane
And The Political: Women’s Selft-Representations On Instagram, mengkaji tentang
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bagaimana representasi perempuan di media sosial terutama instagram sebagai media
yang populer, dan membahas peran yang mewakilkan perempuan terutama dalam
politik, meskipun membahas tersebut menjadi pembahasan yang agak duniawi,
namun memiliki hubungan dengan kehidupan politik yang lebih baik. Terakhir, dari
penelitian yang dilakukan oleh Ratnamulyani, A.l & Maksudi, I. B yang berjudul
Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Pastisipasi Pemilih Pemula Dikalangan
Pelajar Di Kabupaten Bogor. Dan dari penelitian sebelumnya tersebut yang menurut
peneliti belum membahas dan memberikan batasan lebih sempit untuk mengkaji
secara mendalam adalah tentang Kontruksi Mahasiswa Tentang Media Sosial
Instagram Sebagai Sarana Belajar Politik Bagi Mahasiswa Sebagai Generasi Z dan
mengkaji tentang bagaimana pandangan mahasiswa terutama yang perempuan
tentang penggunaan media sosial instagram sebagai sarana belajar politik dan sarana
dalam membangun perspektif politik yang lebih baik kedepannya. Sehingga,
keterbaharuan dari penelitian ini adalah akan melihat kepada bagaimana penggunaan
media sosial instagram oleh mahasiswa sebagai generasi Z dalam kehidupan sehari-
hari serta begaimana kontruksi mahasiswa tentang penggunaan media sosial
instagram sebagai sarana belajar politik bagi generasi z, dan apakah penggunaan
media sosial instagram sebagai sarana belajar politik dapat berimplikasikan kepada
kesadaran politik sehari-hari mahasiswa sebagai generasi z. Oleh karenanya itu,
peneliti ingin menjadi tertarik untuk melihat dan mengkaji tentang “Konstruksi
Mahasiswa Tentang Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Belajar Politik Bagi

Mahasiswa Sebagai Generasi Z”
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2 Rumusan Masalah

Untuk pengarahan yang lebih baik tentang masalah ini, maka akan disusun

rumusan masalah di bawah ini diantaranya;

1. Bagaimana Aktifitas Penggunaan Media Sosial Instagram oleh Mahasiswa
Laki-Laki Dan Perempuan dalam Kehidupan Sehari-hari?

2. Bagaimana Konstruksi Mahasiswa Laki-Laki Dan Perempuan Tentang
Penggunaan Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Belajar Politik Generasi
Z?

3. Bagaimana Implikasi Dari Penggunaan Media Sosial Instagram Dalam
Membangun Kesadaran Politik Mahasiswa Laki-Laki Dan Perempuan Di
Kehidupan Sehari-Hari?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar memiliki arah penelitian yang jelas dalam penyusunan tesis, peneliti membuat

tujuan penelitian di bawah ini:

1.3.1 Tujuan Umum
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, menggali,
mengkaji, dan menganalisis, mengorganisasikan informasi,
mendeksripsikan dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah
dirumuskan, serta menganalisis secara mendalam Konstruksi Mahasiswa
Tentang Penggunaan Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Belajar
Politik Bagi Mahasiswa Sebagai Generasi Z.

1.3.2 Tujuan Khusus
1. Agar mengetahui Aktifitas Penggunaan Media Sosial Instagram oleh

Mahasiswa Laki-Laki Dan Perempuan dalam Kehidupan Sehari-hari.
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2. Untuk mengetahui Konstruksi Mahasiswa Laki-Laki Dan Perempuan
Tentang Penggunaan Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Belajar
Politik Generasi Z

3. Dari Penggunaan Media Sosial Instagram Dapat Berimplikasi dalam
Membangun Kesadaran Politik Mahasiswa Laki-Laki Dan Perempuan
Di Kehidupan Sehari-Hari Mereka.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pelaksanaan penelitian ini menurut peneliti adalah seperti yang akan

dijelaskan dibawabh ini:

1.4.1 Manfaat Segi Teori

Secara teori penelitian ini dilakukan dengan harapan guna mengkoletifkan dan
mengkajikan kemudian menambah wacana ilmu tentang Konstruksi
Mahasiswa Tentang Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Belajar Politik

Bagi Mahasiswa Sebagai Generasi Z.

1.4.2 Manfaat Segi Praktik

1.

Bagi peneliti

Memberikan pengetahuan yang bisa dikembangakan untuk menjelaskan
fenomena atau kajian yang menarik mengenai Konstruksi Mahasiswa Tentang
Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Belajar Politik Bagi Mahasiswa
Sebagai Generasi Z.

Bagi Mahasiswa

Dapat memperoleh wawasan dan kesadaran tentang penting belajar politik
terutama mengenai isu-isu politik negara yang sedang dan menaruh
kepedulian terhadap masalah negara atau bahkan mampu memberikan ide
dalam menyelesaikan permasalahan negara yang sedang terjadi tersebut

sebagai bentuk bela negara yang sesungguhnya.

Radifa Hudia, 2022

KONSTRUKSI MAHASISWA TENTANG PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI SARANA
BELAJAR POLITIK BAGI GENERASI Z

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



21

3. Bagi Politisi
Menjadi bahan referensi dalam memahami karakter generasi Z dalam memilih
calonnya berdasarkan dari referensi politik yang didapat dari media sosial
instagram yang menarik.
1.4.2 Manfaat Segi Isu Aksi Sosial

Berdasarkan aksi sosial, maka manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah
diharapkan bisa memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang
berkepentingan sebagai berikut:

1. Untuk akademisi dan praktisis pendidikan kewarganegaraan sebagai
upaya untuk lebih termotivasi dan berinovatif ketika melakukan proses
pembelajaran dan menjadi salah satu solusi ketika menghadapi
hambatan ketika proses belajar terutama, selama pandemi covid-19
yang berlangsung hingga sekarang.

2. Bagi Masyarakat Umum sebagai bahan untuk merefleksikan dan
memotivasi diri untuk senantiasa dalam berpartisipasi aktif dalam
kegiatan politik dalam usaha meningkatkan kualitas kehidupan sosial
dengan memilih calon-calon pemimpin yang baik, cerdas, bijaksana,

dan amanabh.
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15. Struktur Organisasi Penelitian

Dalam penyusunan sistematika tesis ini dimulai dari bab I sampai V. Hal ini
dilakukan untuk memudahkan dalam proses penyusunan penelitian dan
menyesuaikan penulisan karya ilmiah. Berikut ini akan diuraikan struktur organisasi

tesis ini, sebagai berikut:

Bab I, berisikan latar belakang dari penyusunan penelitian ini, yang terdiri dari
beberapa point yang melatarbelakangi, rumusan penelitian, tujuan, serta manfaat

penelitian yang dilakukan.

Bab II, terdiri dari pembahasan mengenai teori dan konsep yang nantinya akan
membahas tentang penjelasan mengenai fakta, fenomena ataupun kejadian yang

ditemukan di dalam proses penelitian dengan menggunakan teori yang ada.

Bab IlI, tersusun atas metodelogi penelitian yang digunakan dalam penggalian

informasi dan data guna penyusunan dan penulisan tesis ini.

Bab IV, mengenai adanya temuan dan pembahasan hasil penelitian yang didapat

selama penelitian yang dilakukan dalam pembuatan tesis ini.

Bab V, terakhir adalah berisikan tentang kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi
yang nanti diharapkan diambil intisari dari penelitian ini, dan hasilnya dapat di
implikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi rekomendasi hal-hal yang

untuk lebih baik kedepannya.

Radifa Hudia, 2022
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1.6 TABEL 1.1 STRUKTUR KAJIAN PENELITIAN TESIS

TABEL 1.1 STRUKTUR PENELITIAN

PENDIDIKAN
POLITIK

MEDIA SOSIAL
INSTAGRAM

GENERASI Z

& 9




